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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik akibat aktivitas Pertambangan Emas
Tanpa Izin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.
Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika peran elit lokal, yaitu pemerintah
nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, tokoh agama, dan tokoh
masyarakat dalam resolusi konflik tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi
terhadap sembilan informan, lalu dianalisis menggunakan model Miles dan
Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran elit lokal berkembang
secara dinamis melalui tahapan peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding,
dimana elit lokal berperan sebagai mediator, fasilitator, pemberi legitimasi, dan
mobilisator. Namun, dinamika peran tersebut belum berjalan optimal karena
tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap PETI, adanya konflik
kepentingan sebagian elit, serta belum tersedianya regulasi nagari yang secara

Khusus mengatur aktivitas PETI.

Kata kunci: Elit Lokal, Resolusi Konflik, Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)



The Dynamics of the Role of Local Elites in the Resolution of the Unlicensed
Gold Mining Conflict in Nagari Polongan Dua, Pasaman Regency
By: Selfi Ramadhani

Political Science, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

ABSTRACT

This research is motivated by a conflict arising from illegal gold mining activities
(Pertambangan Emas Tanpa lIzin or PETI) in Nagari Polongan Dua, Rao District,
Pasaman Regency. This study aims to analyze the dynamics of the role of local
elites, including the nagari government, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik
mamak, religious leaders, and community leaders, in resolving the conflict. The
research employs a qualitative. Data were collected through interviews,
observations, and documentation involving nine informants and were analyzed
using the Miles and Huberman model. The findings show that the role of local
elites developed dynamically through the stages of peacemaking, peacekeeping,
and peacebuilding, in which local elites acted as mediators, facilitators,
tegitimizers, and mobilizers. However, this dynamic has not been optimal due to
the high economic dependence of the community on illegal gold mining activities,
conflicts of interest among some local elites, and the absence of specific nagari

regulations governing PETI activities.

Keywords: Local Elites, Conflict Resolution, Illegal Gold Mining
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kekayaan
sumber daya alam yang sangat beragam, mulai dari hutan tropis, keanekaragaman
hayati, hingga berbagai jenis mineral yang tersebar di seluruh wilayahnya. Potensi
tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen utama komoditas
tambang seperti emas, batubara, nikel, dan tembaga di tingkat global. Namun
demikian, kekayaan alam yang berlimpah ini menimbulkan sebuah paradoks yang
dikenal dengan istilah resource curse, di mana melimpahnya sumber daya tidak
secara otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru
memunculkan konflik serta persoalan sosial ekonomi yang kompleks.!

Konflik terkait sumber daya alam merupakan isu internasional/Nasional
yang terus menjadi sorotan dalam kajian pembangunan berkelanjutan serta tata
kelola pemerintahan. Keberadaan sumber daya alam, terutama mineral bernilai
tinggi seperti emas, kerap memunculkan ketegangan sosial, ekonomi, maupun
politik di berbagai negara berkembang.? Perselisihan terkait sumber daya alam di
Indonesia melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan berbeda, termasuk
masyarakat lokal, perusahaan tambang, pemerintah, dan aktor lainnya. Salah satu
manifestasi konflik tersebut adalah maraknya praktik Pertambangan Emas Tanpa
izin (PETI) yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperpanjang
perselisinan yang memerlukan penanganan melalui kolaborasi berbagai pihak,

termasuk elit lokal yang memiliki pengaruh dan legitimasi di tingkat komunitas.®

$Hania Rahma, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Bambang Widjojanto, (2021) "Fenomena
Natural Resource Curse dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan
Pembangunan Indonesia, Vol. 21, No. 2, him. 113-132

2 Hilson, G. (2020). An overview of land use conflicts in mining communities. Land Use Policy,
\ol. 19, No. 1, him 65-73.

8 Peluso, N. L., & Watts, M. (Eds.). (2001). Violent environments him, 3-10. Cornell University
Press.



Kegiatan penambangan emas ilegal adalah masalah yang sangat serius di
Indonesia. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) pada tahun 2024, lebih dari 1. 200 lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin
(PETI) ditemukan di 32 provinsi, dengan konsentrasi terbesar di Papua,
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat.* Aktivitas PETI ini
dapat menyebabkan kehilangan pendapatan negara hingga Rp 3,7 triliun pada
tahun 2024, tanpa menghitung dampak lingkungan yang diperkirakan bernilai
puluhan triliun rupiah. Diperkirakan sekitar 500. 000 pekerja informal terlibat
dalam penambangan ilegal ini, menunjukkan bahwa isu PETI tidak hanya terkait
dengan masalah hukum, tetapi juga berhubungan dengan keadaan sosial dan
ekonomi masyarakat. ° Kegiatan PETI menyebabkan kerusakan lingkungan,
seperti deforestasi, pencemaran air akibat merkuri, dan penurunan kualitas tanah
pertanian yang mengancam kelangsungan ekosistem serta kesehatan masyarakat.®

Tabel 1.1 Sebaran PET]I di Indonesia (2024)

No Provinsi Jumlah Estimasi Kerja Status
Titik Peti

1 Papua 312 80.000-100.000 | Sangat tinggi
2 Kalimantan Tengah 156 25.000-30.000 | Sangat tinggi
3 Sulawesi Utara 94 12.000-15.000 Tinggi

4 Sumatera Barat 87 15.000-20.000 | Sangat tinggi
5 Provinsi lainnya (28 551 344.000-385.000 Bervariasi

provinsi
Total 32 Provinsi 1.200+ 500.000+ -

Sumber: Kementerian ESDM RI (2024), diolah peneliti

Melihat tabel di atas, dapat dilihat bahwa Papua adalah daerah dengan
jumlah aktivitas PETI tertinggi, yaitu 312 lokasi yang melibatkan antara 80. 000
hingga 100. 000 pekerja. Di posisi kedua, terdapat Kalimantan Tengah dengan

# Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. (2024). Laporan Kinerja
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tahun 2023 him. 45-48. Kementerian ESDM RI.

5 1bid

8 Sari, D. K., & Prasetyo, A. (2020). Dampak PETI terhadap lingkungan dan sosial ekonomi.
Jurnal llmu Lingkungan, Vol. 18, No 2, him 315-325.




156 lokasi. Sementara itu, Sumatera Barat menempati urutan keempat dengan 87
lokasi dan melibatkan sekitar 15. 000 hingga 20. 000 pekerja. Meskipun Sumatera
Barat memiliki jumlah lokasi PETI yang lebih sedikit dibandingkan Papua dan
Kalimantan Tengah, tingkat aktivitas di daerah ini sangat tinggi karena rata-rata
setiap lokasi melibatkan lebih banyak pekerja. Secara keseluruhan di seluruh
negara, lebih dari setengah juta pekerja bergantung pada PETI, yang menunjukkan
bahwa masalah ini sangat terkait dengan masalah ekonomi dan keterbatasan
peluang kerja formal, bukan hanya isu penegakan hukum.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah kebijakan untuk
mengendalikan aktivitas pertambangan serta menindak praktik pertambangan
ilegal. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat. © Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi dasar hukum utama yang mengatur seluruh
kegiatan pertambangan di Indonesia. Dalam Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020
diatur bahwa pelaku usaha pertambangan tanpa izin dapat dikenakan hukuman
penjara hingga 10 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 10 miliar.® Meskipun
regulasi telah ada, implementasinya menghadapi berbagai tantangan di lapangan,
terutama di daerah-daerah dengan kondisi sosial ekonomi yang kompleks dan
struktur adat yang kuat.

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah yang memiliki banyak
kegiatan pertambangan emas ilegal. Terdapat 87 lokasi PETI yang terbagi di 9
kabupaten atau kota, dengan Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, dan Solok
Selatan sebagai yang paling banyak.® Masalah PETI di Sumatera Barat sangat

rumit karena tidak hanya melibatkan aspek lingkungan dan hukum, tetapi juga

fUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (3).

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Jakarta.

9 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. (2023). Data sebaran
Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sumatera Barat tahun 2023, him 12-15. Dinas ESDM
Provinsi Sumatera Barat.



menyangkut faktor ekonomi, sosial, dan dinamika politik setempat.® Hal ini
menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan penegakan hukum
tidaklah cukup efektif, karena kegiatan pertambangan ilegal telah menjadi mata
pencaharian utama bagi ribuan keluarga, terutama di area dengan tingkat
kemiskinan tinggi dan sedikitnya pilihan kerja alternatif.

Tabel 1.2 Sebaran PETI di Sumatera Barat (2023)

No | Kabupaten/Kota | Jumlah Titik Luas Area Tingkat
PETI Terdamak Aktivitas

1 Pasaman 23 +300 hektar Sangat Tinggi

2 Pasaman Barat 18 +250 hektar Sangat Tinggi

3 Solok Selatan 15 +200 hektar Tinggi

4 Dhamasraya 12 +150 hektar Tinggi

5 Sijunjung 8 +80 hektar Sedang

6 Solok 5 160 hektar Sedang

7 Tanah Datar 3 +30 hektar Rendah

8 Lima Puluh Kota 2 +20 hektar Rendah

9 Agam 1 +10 hektar Rendah

Total 87 +1.100 hektar -

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (2023), diolah peneiti
Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa keberadaan Pertambangan Emas
Tanpa lzin (PETI) di Sumatera Barat terpusat di beberapa kabupaten yang
memiliki karakteristik beragam. Kabupaten Pasaman berada di peringkat teratas
dengan 23 titik PETI yang tersebar di sejumlah nagari, mencakup area sekitar
£300 hektar dan memiliki aktivitas yang sangat tinggi. Di posisi kedua, terdapat
Kabupaten Pasaman Barat dengan 18 titik dan luas area yang terpengaruh sekitar
#£250 hektar. Sementara itu, Kabupaten Solok Selatan menempati posisi ketiga
dengan 15 titik PETI yang juga menunjukkan tingkat aktivitas yang signifikan.
Informasi ini menunjukkan bahwa kawasan Pasaman dan sekitarnya

(Pasaman dan Pasaman Barat) adalah pusat kegiatan PETI di Sumatera Barat,

10 Surya, B., & Maulana, R. (2023). Dinamika PETI dan konflik SDA di Sumbar. Jurnal
Governance, Vol. 10, No 1, him 45-62.




dengan total 47 titik dari 87 titik yang ada di provinsi ini, yang berarti sekitar 47,1%
dari keseluruhan titik PETI. Tingginya konsentrasi ini menandakan adanya faktor-
faktor pendorong yang kuat, baik dari segi geologis (keberadaan deposit emas),
ekonomi (ketergantungan masyarakat), maupun sosial-politik (penegakan hukum
dan pengawasan yang lemah). Penyebaran PETI yang tinggi di area ini
menjadikan Kabupaten Pasaman sebagai lokasi yang sangat penting untuk
dianalisis dalam memahami dinamika konflik terkait sumber daya alam serta
peran elit lokal dalam penyelesaiannya.

Permasalahan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah ini tidak
hanya berkaitan dengan aspek lingkungan dan hukum, tetapi juga sangat
dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, serta dinamika politik di tingkat lokal.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PETI melalui pendekatan
represif dan penegakan hukum semata belum cukup efektif. Hal ini disebabkan
PETI telah menjadi sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga, terutama di
daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan minimnya pilihan mata
pencaharian alternatif.!!

Kompleksitas persoalan PETI di Sumatera Barat juga terkait erat dengan
struktur sosial budaya Minangkabau yang unik. Kepemilikan tanah ulayat bersifat
komunal dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas serta kehidupan sosial
masyarakat adat Minangkabau, di mana mayoritas tanah adat (ulayat) dikelola
oleh komunitas hukum adat yang terdiri atas suku-suku, kaum-kaum, dan nagari-
nagari sebagai unit sosial hukum adat yang penting. Peran penting lembaga adat
dan nilai-nilai adat dalam pengaturan kehidupan masyarakat ini menjadikan
persoalan hukum pertambangan di daerah tersebut semakin kompleks, karena
konflik yang muncul tidak hanya menyangkut aspek legal formal tetapi juga
bersinggungan dengan hak ulayat dan hukum adat yang diatur dan diputuskan
melalui mekanisme adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang melibatkan

niniak mamak.

% Yuliana, F., & Afriyadi, D. (2022). Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap
pertambangan ilegal: Studi kasus di kawasan pertambangan emas Sumatera Barat. Jurnal Ekonomi
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Kabupaten Pasaman merupakan wilayah dengan tingkat aktivitas PETI
tertinggi di Sumatera Barat. Berdasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sumatera
Barat tahun 2023, terdapat 23 titik PETI yang tersebar di berbagai nagari dengan
total penambang diperkirakan mencapai 2.000-3.000 orang.'? Kegiatan tambang
ilegal ini sudah berlangsung sejak awal tahun 2000-an dan menunjukkan
peningkatan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir, dipengaruhi oleh kenaikan
harga emas di pasar internasional serta minimnya pilihan pekerjaan alternatif bagi
masyarakat lokal. Aktivitas PETI di Pasaman telah menyebabkan kerusakan
ratusan hektar kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai. Pencemaran
merkuri pada beberapa sungai tercatat dengan kadar 5-10 kali lebih tinggi dari
batas aman, menimbulkan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan
kesehatan masyarakat sekitar.*3

Nagari Polongan Dua di Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, dipilih
sebagai lokasi penelitian karena memiliki dinamika konflik akibat Pertambangan
Emas Tanpa lIzin (PETI) yang menarik untuk dikaji. Terdapat sekitar 47 titik PETI
yang masih beroperasi dan melibatkan ribuan penambang, baik dari masyarakat
setempat maupun luar daerah. Aktivitas yang berkembang sejak tahun 2015 ini
telah menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama pencemaran Sungai Batang
Sumpur, serta memicu konflik antara pihak yang mendukung dan menolak
keberadaan tambang. Konflik tersebut melibatkan berbagai pihak dengan
Kepentingan yang berbeda, terutama penambang dan masyarakat yang terdampak.
Dalam penelitian ini, elit lokal merupakan aktor yang memiliki pengaruh,
kewenangan, dan legitimasi di tingkat nagari, yang terdiri atas Wali Nagari,
Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,
yang berperan dalam memediasi, memfasilitasi, dan mendorong penyelesaian
konflik melalui mekanisme musyawarah adat.'*

Dalam konteks konflik pertambangan emas ilegal di Polongan Dua, elit

lokal memainkan peran penting dan seharusnya menjadi kunci untuk menentukan

2 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. (2023). Op.cit., hal. 18-20.

13 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasaman. (2022). Laporan status lingkungan hidup daerah
Kabupaten Pasaman tahun 2022, him. 34-38. BLH Kabupaten Pasaman.
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hasil serta jalan penyelesaian konflik. Kelompok elit ini terdiri dari berbagai figur
berpengaruh di masyarakat, termasuk wali nagari, ninik mamak (pemangku adat),
tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pemimpin informal lainnya yang
memiliki kekuasaan sosial yang tinggi.

Dalam sistem adat Minangkabau, Kerapatan Adat Nagari (KAN)
diposisikan sebagai lembaga adat tertinggi yang secara normatif memiliki
kewenangan utama dalam menangani dan menyelesaikan berbagai persoalan di
tingkat nagari, termasuk konflik yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya
alam. KAN idealnya menjalankan perannya melalui mekanisme musyawarah adat
dengan melibatkan unsur tungku tigo sajarangan, yaitu ninik mamak, alim ulama,
dan cadiak pandai, guna menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima
oleh seluruh pihak yang terlibat. Legitimasi adat yang melekat pada KAN menjadi
sumber kekuatan moral dan sosial dalam menegakkan hasil keputusan tersebut di
tengah masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, peran ideal KAN sering
kali tidak berjalan secara optimal akibat adanya berbagai hambatan, seperti
persoalan struktural kelembagaan, konflik kepentingan antar aktor adat, serta
Keterbatasan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki lembaga adat itu sendiri.®

KAN di Polongan Dua memiliki pemahaman yang kuat terhadap karakter
sosial, budaya, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat, serta memiliki akses
untuk membangun komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konflik.
Dalam konteks masyarakat Minangkabau, penyelesaian masalah melalui
musyawarah dan mufakat yang melibatkan ninik mamak dan tokoh masyarakat
merupakan mekanisme tradisional yang telah lama menjadi bagian dari tata kelola
lokal dan terbukti mampu meredam berbagai persoalan komunal.*® Namun, dalam
kasus konflik pertambangan ilegal di Polongan Dua, peran KAN menghadapi
dilema yang cukup kompleks. Di satu sisi, mereka harus menyikapi kenyataan

bahwa sebagian besar warga menggantungkan penghasilan utama dari aktivitas
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tambang ilegal karena minimnya pilihan pekerjaan lain. Di sisi lain, elit lokal
mempunyai kewajiban untuk menegakkan aturan yang berlaku, baik sesuai hukum
positif maupun hukum adat, sekaligus memastikan lingkungan tetap terlindungi
dari kerusakan yang lebih parah.

Terdapat satu peristiwa yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini,
yakni konflik yang terjadi pada 2025 hingga sekarang. Konflik tersebut ditandai
dengan terjadinya bentrokan antara kelompok penambang yang memperoleh
dukungan dari sebagian masyarakat dengan kelompok warga yang menolak
aktivitas PETI akibat dampak pencemaran terhadap Sungai Batang Sumpur.
Konflik ini dipicu oleh rencana perluasan wilayah pertambangan ke area yang
berdekatan dengan permukiman penduduk serta sumber air bersih yang selama ini
dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Situasi konflik semakin memanas ketika
sebagian penambang yang menggantungkan mata pencahariannya pada aktivitas
PETI merasa terancam, sehingga mendorong munculnya sikap perlawanan
terhadap kelompok masyarakat yang menolak keberadaan tambang.

Namun dalam pelaksanaannya dinamika peran elit lokal dalam kasus
Polongan Dua menunjukkan perkembangan yang berbeda pada setiap tahapan,
tetapi belum berjalan secara maksimal. KAN terlambat merespons situasi konflik,
dan ketika akhirnya mengadakan musyawarah, hasilnya hanya berupa himbauan
untuk menghentikan sementara aktivitas tambang tanpa mekanisme pengawasan
dan sanksi yang jelas. Keputusan tersebut tidak efektif karena aktivitas PETI tetap
berlanjut dan konflik terus berkembang. Posisi elit lokal menunjukkan ambiguitas
yang rumit di satu sisi mereka mengakui bahwa PETI melanggar hukum dan
merusak lingkungan, namun di sisi lain mereka tidak mampu atau tidak mau
mengambil tindakan tegas karena berbagai pertimbangan, termasuk
ketergantungan ekonomi masyarakat dan diduga adanya kepentingan pribadi
sebagian elit dalam aktivitas PETI.

Kondisi inilah yang menjadikan penelitian ini penting untuk mengkaji
secara mendalam bagaimana dinamika peran elit lokal, khususnya KAN,

perkembang dari waktu ke waktu dalam upaya menyelesaikan konflik PETI di



Polongan Dua, serta mengapa dinamika tersebut belum berujung pada
penyelesaian yang optimal.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu,
pbagaimana Dinamika Peran Elit Lokal dalam Resolusi Konflik Pertambangan
Emas Tanpa lIzin (PETI) di Nagari Polongan Dua, Kabupaten Pasaman?
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami
secara mendalam Dinamika Peran Elit Lokal sebagai pemangku adat, dalam
Resolusi Konflik Pertambangan Emas Tanpa lIzin (PETI) di Nagari Polongan Dua,
Kabupaten Pasaman.
1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis,
praktis maupun akademis sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik
yang signifikan, terutama sebagai bahan rujukan dan referensi bagi para
mahasiswa yang sedang atau akan mengembangkan penelitian dalam
bidang kajian limu Politik.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah
daerah dan tokoh masyarakat dalam merumuskan strategi penyelesaian
konflik tambang emas ilegal di Polongan Dua.
3. Manfaat Akademik
Secara akademik, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai dinamika elit lokal di

wilayah pertambangan, khususnya di Sumatera Barat.



